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MUNAZAR, FRAKS| PARTAI GOLKAR

| |
Relaksasi Pajak Hotel Perlu Direspons Lebih Bijaksana

YOGYA (KR) - Yogya tak  tak masuk wajb pajak. Dalam konteks inilah kebjaksanaan pemenn- |
hanya dikenal karena bu- tahmestdikedepankan. ‘
dayanya yang terus hidup, Idealnya pemberian keringanan semestinya dilakukan secara se-
tetapi juga warganya yang lekif. HoleHhotel yang secara nyata mengalami penurunan okupansi
menggantungkan harapan dan memilliki rekam jejak kepatuhan pajak yang bak bisa diprior-
pada denyut ekono- ftaskan. Bukan sekadar diberi ketonggaran, melainkan di-
mi kreatif dan par- rangkul sebagai mitra dalam pemuiihan. Namun bagi |
wisata. Dalam pelaku usaha yang selama ini abai, bahkan fidak ter-

_ beberapa tahun catat sebagai pembayar pajak, pemerintah periu

terakhir ini misal- tegas terhadap hal ini

nya, sektor per- Kita pertu jujur bahwa tidak semua masalah bisa
hotelan menjadi diselesaikan dengan insentf. Ada saatnya pemerin-
salah satu ujung tah hadir sebagai fasilitator, namun juga ada saatnya |

ia harus berdin untuk menjaga kepentingan lebih lu- |
as. Kota ini membutuhkan PAD yang sehat. Bukan |
hanya dalam artian nominal tetapi bagaimana

| tombak penerimaan daerah. Tetapi kini, sektor tu tengah
| berada di persimpangan, antara upaya beriahan dan ke-

wajiban fiskal yang mest tetap berjalan.
Dala terakhir dari PHRI DIY menun- dikumpulkan dengan cara adi, transparan,
Jukkan okupansi rata-rata hotel di DIY e dan berpihak pada kemaslahatan

bersama. Maka selain soal
keringanan, upgrade data wajib
pejak. peneriban penginapan le-
gal, dan digitalisasi pelaporan ‘
pajak harus segera dikebut.
Jangan sampai energi habis
hanya di hilr, sementara hulu di- |
biarkan bocor.
Dalam pandangan legislatif,
relaksasi yang terukur dan biiak
justru langkah ideal. Namun se-
mua harus berbasis data terma- |
usaha. Kalau perlu, insentif dikaitkan

sepanjang kuartal pertama 2025

hanya sekitar 40 persen. Kondisi

ini tentu berdampak langsung
‘ pada keberlangsungan tena-
ga kerja. Namun dibalik se-
mua itu, ada satu hal yang tak
boleh luput, pajak hotel
masih menjadi salah satu tu-
lang punggung PAD Kota
Yogya. Pada 2024 saja, pe- |
masukan dari sektor ini |
cukup fantastis menyurm-
bang lebih dari Rp 168 M, "~

seperempat dari total PAD.
Permintaan relaksasi pajak ten- langsung dengan kontribusi sosial, |
tu patut didengarkan. Namun permin- menekan PHK, bekerja sama dengan
| taan itu harus direspons dalam kon- UMM, atau mendukung pelathan un- ‘

| teks yang lebih luas, siapa pelaku tuk calon tenaga kerja.

usaha yang paling terdampak, | Saya kira jika semua pihak berjalan
yang patuh, dan yang belummen- = dengan niat yang baik, tidak mustahi
kebiiakan pajak ini justru menjadi aw-

jalankan kewajibannya. Tercatat,
masih ada tunggakan pajak hotel
Rp 16,7 M. Belum termasuk
potensi penerimaan dan pengi- |
| napan yang belum berizin dan

al dari penataan yang lebih besar
nantinya. Bukan hanya demi ang- |
garan, tapi demi wajah kota yang
makin terth dan sejahtera. (Dhipf
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